
 

 

Zaaken: Journal of  Civil and Bussiness Law | 206  

 

 
 

 
 
 
 
Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap 
Kegagalan Bangunan 

 
Eka Saputri 
ekasaputri.putri09@gmail.com 
 
Raffles 
raffles@unja.ac.id 
 
Fakultas Hukum Universitas Jambi  

 

Article History:  
Submitted : 22 September 2021; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 15 Juni 2022 

 

Abstract 
The purpose of the study is to determine and analyze the legal responsibilities of the parties 
in the construction contract for the failure of the building and to identify and analyze the 
legal protection for the aggrieved party in the event of a building failure. building?, secondly, 
how is the legal protection for the aggrieved party in the event of a building failure?. The 
research method used in this study uses normative legal research methods, with a conceptual 
approach, legislation. Results and Discussion: Based on Article 63 of the Construction 
Services Law, service providers are required to replace or repair building failures caused by 
the fault of the service provider. The period of responsibility of the service provider for 
building failure is determined in accordance with the construction age plan. If the planned 
construction age is more than 10 years, the service provider must be responsible for building 
failure within a maximum period of 10 years from the date of final delivery, as for building 
failure. that occurs after that period, the person who is responsible is the service user. The 
protection given to the aggrieved party in the event of a construction failure is related to the 
type of coverage that can be agreed upon in the construction work contract which includes a 
down payment guarantee, performance guarantee, guarantee for the quality of the work, 
insurance coverage against building failure, and guarantee against construction work 
failure. including job, material and equipment insurance, labor insurance, and third party 
claim insurance. 
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Abstrak 

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum para pihak 
dalam kontrak pelaksanaan konstruksi terhadap kegagalan bangunan dan untuk 
mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam 
hal terjadinya kegagalan bangunan Adapun rumusan masalah pertama bagaimana 
tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak pelaksanaan konstruksi terhadap 
kegagalan bangunan?, kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang 
dirugikan dalam hal terjadinya kegagalan bangunan?. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 
pendekatan konseptual, perundang-undangan. Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan Pasal 
63 UU Jasa Konstruksi, penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan 
bangunan yang disebabkan kesalahan penyedia jasa. Jangka waktu pertanggungjawaban 
ipenyedia jasa atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan rencana umur 
konstruksi.Apabila rencana umur konstruksi sebagaimana lebih dari 10 itahun, penyedia 
jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 
10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir, adapun untuk kegagalan bangunan 
yang terjadi setelah jangka waktu tersebut, yang bertanggung jawab adalah pengguna jasa. 
Perlindungan yangidiberikan terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya 
kegagalan konstruksi ialah terkait jenis pertanggungan  yang dapat diperjanjikan dalam 
kontrak kerja konstruksi yang mencakup jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, 
jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, 
dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antara lain asuransi pekerjaan, 
bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga. 

 
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kontrak Konstruksi, Kegagalan Bangunan  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ipembangunan ipada isaat isekarang iini ikian iterasa ipesat. 

iMengingat imobilitas isosial imasyarakat isemakin itinggi. iApalagi ikebutuhan iterhadap 

iperkembangan ipembangunan itersebut isemakin igenting iguna imendukung imobilitas 

isosial imasyarakat itersebut. iKeberadaan iinfrastruktur isebagai ioutput idari 

ipembangunan imenjadi ihal iyang isangat imenunjang ilaju ikinerja imasyarakat ipada 

isaat iini. 

Dalam ihal iini ipembangunan iyang idimaksudkan imeliputi iberbagai ibidang 

idan isangat ibergantung ikepada ikepentingan idan ikeperluan imasyarakat imaupun 

iaspek ilain iyang imembutuhkannya. iMaka itidak isalah ijika iindonesia iterkenal idengan 

ikeberagaman iyang idisimbolkan isecara ifilosofis imelalui ikata i“Bhineka” iyang 

idipersatukan idalam isuatu i“tunggal iika” isehingga ihal itersebut itercermin ipula idalam 

ifalsafah ihidup ibangsa iIndonesia iyakni i“Bhineka iTunggal iIka”. 

Maka idalam ihal iini iterkait idengan isuatu ipembangunan iada ibeberapa ihal 

iyang iakan imengalami iperubahan iyang iakan iberiring imengalami iperubahan ibahkan 
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iperubahan iyang idimaksud ipun itergolong icepat isebagai isuatu ibukti ibahwa 

ipembangunan iyang idiselingi ioleh iperubahan itersebut imerupakan ihal iyang 

itergolong icepat, ibahkan ibisa idikatakan iperubahan isosial, iekonomi imaupun 

iekonomi iakan ilebih icepat idari ipembangunan iitu isendiri. iDalam ihal iini imenurut 

iSunaryati iHartono: 

Bahwa, baik perubahan sosial, perubahan ekonomi, meupun perubahan 
hukum, berlangsung dalam tempo (kecepatan) yang semakin cepat. Jika 
dibutuhkan beribu-ribu tahun untuk berubah dari masyarakat agrarian 
menjadi masyarakat industri, hanya diperlukan beberapa ratus tahun untuk 
berubah dari masyarakat industri tahap pertama ke masyarakat industri 
tahap kedua. Akan tetapi hanya diperlukan setengah abad saja untuk berubah 
menjadi masyarakat industri tahap ketiga dan dari sini bahkan hanya puluhan 
tahun saja untuk berubah menjadi masyarakat informasi.1 
 

Dari ihal itersebut ipada idasarnya isuatu ipembangunan itersebut idalam 

iperiode iperubahannya isemakin ike idepan isemakin itidak imembutuhkan iwaktu iyang 

icukup ilama. iHal iini idikarenakan idengan iperubahan isebelumnya iyang itelah 

imembawa iberbagai ipembangunan iyang itentunya iakan isangat imendukung 

ipembangunan idan iperubahan inasional idan iorientasinya. 

Perkembangan idunia idewasa iini ikian iterasa ipesat idan iperkembangan 

itersebut imeliputi isegala iaspek, imulai iperkembangan idari isisi iSumber iDaya 

iManusia, iperekonomian, iproduksi, ihukum, idan itermasuk ijuga iperkembangan 

iinfrastruktur. iPerkembangan iinfrastruktur iini itentu iseiring idengan ipertumbuhan 

imanusia idan ikebutuhannya, imengingat ikeberadaan iinfrastruktur iberhubungan 

ilangsung idengan ikehidupan imanusia ikhususnya isaat iini, iapalagi idalam ihal iini 

ikaitan ieratnya idengan ipertumbuhan iekonomi. Menurut Harry Kurniadi: 

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi 
pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif 
pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting 
bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam 
peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses 
kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. 
Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting dalam peningkatan nilai 
konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan 
kerja.2 

                                                             
1CGF. Sunaryati Hartono, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum 

Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 64. 
2Harry Kurniadi Atmaja, Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Di Kota Sibolga, Jurnal Ekonomi Vol. 3 No. 4, 2015, hlm. 249. 
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Keberadaan infratruktur tersebut tidak hanya terbatas kepada kebutuhan privat 

semata yang pada umumnya dipergunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan dan 

kepentingan rumah tangga saja, namun termasuk juga sarana-sarana publik baik yang 

disediakan oleh koorporasi maupun yang disediakan oleh pemerintah. 

Salah satu bidang pembangunan itu adalah pembangunan di bidang ekonomi yang 

diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik berupa gedung perkantoran, perumahan, 

pelabuhan, industri, jalan, jembatan dan sebagainya. Dalam hal ini semuanya memerlukan 

pengaturan yang tegas baik dari segi yuridis maupun segi teknisnya yang perlu 

dikembangkan serta ditingkatkan pelaksanaannya.3 

Dalam hukum sendiri keberadaan pembangunan infratruktur tersebut masuk 

dalam ranah hukum jasa konstruksi. Sektor jasa konstruksi pada saat ini memiliki peranan 

yang sangat penting dan strategis oleh karena jasa konstruksi menghasilkan produksi 

akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya baik sarana maupun prasarana yang 

berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang 

ekonomi, sosial dan budaya guna mewujudkan tujuan masyarakat adil dan makmur baik 

secara materil dan spiritual. 

Namun dalam kerangka besarnya jasa konstruksi tentu tidak dapat lepas dari 

konsepsi pengadaan barang dan jasa yang umum dilakukan dalam pekerjaan pemerintah. 

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkungan pemerintah 

dilakukan dengan tetap memegang teguh prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu secara 

transparan, adil, terbuka, akuntabel dan efektif sehingga berjalan dengan lancar dan tidak 

menghambat proses pencairan anggaran belanja Negara.  

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang sangat besar pada 

perekonomian negara kita, dalam rangka meningkatkan kebijakan fiskal yang ada pada 

sektor Pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa untuk menggerakan 

perekonomian dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan proses daya saing. 

Pengadaan barang dan jasa yang memberikan pembiayaan sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan sebuah pengadaan barang dan jasa yang ada di 

Pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik.  

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak 

dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Bagi pemerintah ketersediaan 

                                                             
3F.X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, 1991, Jakarta, hlm.1. 
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barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu 

keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.4 Kebutuhan barang 

dan jasa yang ditujukan untuk dinikmati langsung oleh masyarakat jumlahnya senantiasa 

berkembang dan tidak terbatas sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk serta 

adanya jenis pengadaan barang dan jasa yang baru sebagai hasil dari kemajuan teknologi.5 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa 

adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai 

dengan serah terima hasil pekerjaan.( Pasal 1 angka1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.) Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 

Perpres Nomor 16 tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk;  

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, 
diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; meningkatkan peran pelaku 
usaha nasional; mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan 
barang/jasa hasil penelitian; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 
mendorong pemerataan ekonorni; dan mendorong Pengadaan Berkelanjutan. 
 

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan baik dan benar jika 

berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan maksud agar 

mendapatkan Barang/Jasa sesuai dengan yang diinginkan dan mengindari terjadinya 

pelanggaran hukum. Hal ini dapat terealisasi jika perencanaan anggaran, pelaksanaan 

pemilihan calon penyedia Barang/Jasa, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang dan 

juga masa pemeliharaan yang telah terlewati dan Barang/Jasa yang dilaksanakan dalam 

keadaan baik serta sesuai dalam kontrak pengadaan yang dilaksanakan. Terkait dengan 

jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dapat digolongkan kepada 

beberapa bagian, satu diantaranya ialah pekerjaan konstruksi.6 Pekerjaan Konstruksi 

adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu banguna  (Pasal 1angka 

30 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas kejujuran 

dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, 

                                                             
4Abu Sopian, Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, In Media, Bogor, 2014, hlm. 1 
5Ibid., hlm. 2. 
6Abu Sopian, op.cit., hlm. 5. 
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kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, 

pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan ( Penjelasan Umum Perpres 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).  

Jasa ikonstruksi isesungguhnya imerupakan ibagian ipenting idari iterbentuknya 

iproduk ikonstruksi, ikarena ijasa ikonstruksi imenjadi iarena ipertemuan iantara 

ipenyedia ijasa idengan ipengguna ijasa. iPada iwilayah ipenyedia ijasa ijuga iditemukan 

isejumlah ifaktor ipenting iyang imempengaruhi iperkembangan isektor ikonstruksi 

iseperti ipelaku iusaha, ipekerjanya idan irantai ipasok iyang imenentukan ikeberhasilan 

idari iproses ipenyediaan ijasa ikonstruksi, iyang imenggerakkan ipertumbuhan isosial 

iekonomi. i 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk 

selanjutnya disebut dengan UUJK berbicara tentang proyek pembangunan yang 

merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan usaha atas dasar 

kesepakatan atau kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, melaksanakan atau 

mengerjakan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu bangunan fisik atau 

mengadakan suatu barang tertentu atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh suatu 

pengguna barang atau jasa dalam hal ini pemerintah.7 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sebuah benda dalam bentuk 

bahan baku, bahan setengah jadi yang spesifikasinya telah ditetapkan oleh pengguna 

barang, sedangkan untuk jasa itu sendiri merupakan sebuah layanan pekerjaan 

pelaksanaan kegiatan mengenai keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam 

mencapai sasaran tertentu yang telah disusun secara sistematis. Menurut Denny Sanjaya 

pengadaan barang dan jasa dapat diartikan sebagai “suatu penjelasan dari proses tahapan 

persiapan, pelaksanaan proses penentuan atau administrasi untuk proses tender barang 

di lingkup pekerjaan atau jasa lainnya”.8 Selanjutnya, menurut Prajudi Atmosudirjo yaitu 

“pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan guna mendapatkan barang dan jasa oleh 

Kementerian, Satuan Kerja, Lembaga, Perangkat Daerah, dan institusi lainnya yang mana 

                                                             
7Tamatompol Marviel Richard, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna 

Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Jurnal 
Hukum, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hlm. 37. 

8Sanjaya Denny, Analisis Yuridis Penggadaan Barang dan jasa yang Dilakukan Dinas 
Pendidikan Kota Tanjung balai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 
Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Jurnal Ekonomi. Jakarta, Vol. I, 2012, Hlm. 6 
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prosesnya dimulai dari adanya sebuah perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 

dari kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa itu sendiri”.9 

Dalam ihal ipembangunan iinfrastruktur ipada iruang ilingkup ijasa ikonstruksi, 

ipara ipihak itidak iterlepas idari ikeberadaan iperjanjian iyang imengikat ipara ipihak 

idalam ihubungan ihukumnya. iHubungan ihukum iini idibentuk idalam isuatu iperjanjian 

iyang ilazim idikenal idengan iistilah iperjanjian ipemborongan.  

Perjanjian pemborongan pekerjaan ialah suatu perjanjian antara seseorang atau 

badan usaha (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seseorang atau badan usaha 

lain (si pemborong) dimana pihak pertama menghendaki atau mengharapkan hasil 

pekerjaan tertentu yang telah diberikannya dan telah disanggupinya untuk diadakan oleh 

pihak lain atas pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai harganya. 

Seiring iperkembangannya, iperjanjian ipemborongan ipekerjaan isaat iini ilebih 

idikenal idengan iistilah ikontrak ikerja ikonstruksi. iKontrak iKerja iKonstruksi iadalah 

idokumen iyang imemiliki ikekuatan ihukum iyang imemuat ipersetujuan ibersama 

isecara isukarela iantara ipihak ikesatu idan ipihak ikedua iyang imana ipihak ikesatu 

iberjanji iuntuk imemberikan ijasa idan imenyediakan imaterial iuntuk imembangun 

iproyek ibagi ipihak ikedua; ipihak ikedua iberjanji imembayar isejumlah iuang isebagai 

iimbalan iuntuk ijasa idan imaterial iyang itelah idigunakan. 

Undang-Undang iNomor i2 iTahun i2017 itentang iJasa iKonstruksi ijuga 

imemberikan ipengertian ikontrak ikerja ikonstruksi iadalah ikeseluruhan idokumen 

ikontrak iyang imengatur ihubungan ihukum iantara ipengguna ijasa idan ipenyedia ijasa 

idalam ipenyelengaraan ijasa ikonstruksi. iMaka ijika idilihat idari ipengertian ikeduanya 

idisimpulkan ibahwa ikontrak ikerja ikonstruksi idapat idisamakan idengan iperjanjian 

ipemborongan ipekerjaan. iKemudian iuntuk imembedakan iasal ipekerjaannya ikontrak 

ikerja ikonstruksi idibedakan iatas ikontrak ikerja ikonstruksi iyang iberasal idari 

ipemerintah idan ikontrak ikerja ikonstruksi iyang iberasal idari iswasta. i 

Dalam iperjanjian ipemborongan iyang idilakukan idengan ipemerintah, 

ipemerintah idapat imengadakan ikontrak iyang ibersifat ihukum ipublik iyaitu ikontrak 

iyang iberorientasi ipada ikepentingan iumum ibersifat imemaksa. iDi idalam ikontrak 

itersebut itidak iada ikebebasan iberkontrak idari imasing-masing ipihak ikarena isyarat-

syarat ikontrak iditentukan ipemerintah iberdasarkan isyarat-syarat iumum idari 

                                                             
9Ibid. 
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iperjanjian ipemborongan ibangunan, ikarena ihal itersebut imenyangkut ikeuangan 

iNegara idalam ijumlah ibesar idan iuntuk imelindungi ikeselamatan iumum. 

Dalam ipelaksanaannya, ikontraktor/ ijasa ikonstruksi iatau ipemborong 

imemiliki ikewajiban iuntuk imelaksanakan idan imenyelesaikan ipekerjaannya isesuai 

iproporsi ikerja idan iwaktu-waktu iyang iditetapkan idalam ikontrak isampai idengan 

iwaktu ipenyerahan iproyek. iSelain iitu ikontraktor iwajib imemberikan iinformasi idan 

imelaporkan iprogres ipelaksanaan ipekerjaan idan imemberikan iketerangan ikepada 

ipemberi ikerja idalam isetiap iperiode iyang iditetapkan idalam ikontrak. 

Di isamping iitu, idalam ihal ipermasalahannya ijuga itidak imenutup 

ikemungkinan imuncul ipersoalan ilain iyakni ikegagalan ibangunan. iKegagalan 

ipekerjaan ikonstruksi iadalah ikeadaan ihasil ipekerjaan ikonstruksi iyang itidak isesuai 

idengan ispesifikasi ipekerjaan isebagaimana idisepakati idalam ikontrak ikerja 

ikonstruksi, ibaik isebagian imaupun ikeseluruhan isebagai iakibat ikesalahan ipengguna 

ijasa iatau ipenyedia ijasa isebagaimana idiatur ipada iPasal i31 iPeraturan iPemerintah 

iNomor i29 iTahun i2000 itentang iPenyelenggaraan iJasa iKontruksi. 

Semua ipekerjaan ikonstruksi idilakukan isesuai idengan itahapan i(siklus) iyang 

ikegiatannya imelibatkan irangkaian iproses ipekerjaan ikonstruksi imeliputi, 

iperencanaan ikonstruksi, ipelaksanaan ifisik ibeserta ipengawasan ikonstruksi, 

ipengoperasian iserta ipemeliharaan ibangunan/infrastruktur, ihingga iproses 

ipembongkaran/demolisi isesuai ikebutuhan.10 iDalam isetiap ipenyelenggaraan iJasa 

iKonstruksi, ipengguna ijasa idan ipenyedia ijasa iwajib imemenuhi istandar ikeamanan, 

ikeselamatan, ikesehatan, idan ikeberlanjutan isebagaimana idiatur ipada ipenjelasan 

iumum iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i2017 itentang iJasa iKonstruksi. 

Faktor ipenyebab ikegagalan ikonstruksi isangat idimungkinkan iterjadi ikarena 

isifat iindustri ikonstruksi isangat ikompleks, ibanyak ipihak iyang iterlibat, idan iproses 

ipengerjaannya idi ialam iterbuka. iKegagalan ikonstruksi ibisa iterjadi ikarena ifaktor 

iteknis imaupun ifaktor inon iteknis. iFaktor iteknis iterjadi ikarena iadanya 

ipenyimpangan iproses ipelaksanaan iyang itidak imemenuhi ispesifikasi iteknis iyang 

idisepakati idalam ikontrak. iSedangkan ifaktor inon iteknis ilebih idisebabkan ikarena 

iproses ipra ikontrak i(Bidding) imaupun itidak ikompetennya iBadan iUsaha, itenaga 

                                                             
10Wibisono iSetiowibowo, iGood iCorporate iGovernance i: imendorong iimplementasinya 

idalam ibadan iusaha ijasa ikonstruksi, iPerkindo iPress, i2011, iJakarta, ihlm. i1-2. 
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ikerja, itidak iprofesionalnya itata ikelola imanajerial iantara ipihak-pihak iyang iterlibat 

idalam iproyek ikonstruksi iserta ilemahnya ipengawasan/ isupervisi.11 

Peristiwa ihukum iberupa ikegagalan ikonstruksi ibisa imelibatkan ikedua isubjek 

idan imenjadi ipihak iyang ibertanggungjawab, ikarena isecara ifilosofis ipada iproses 

ipenyelenggaraan idan ikenyataannya, ikegagalan ikonstruksi itidak ihanya idisebabkan 

ioleh ipenyedia ijasa, ipengguna ibisa ijuga imenjadi ipenyebab iatau ipihak iyang 

ibertanggung ijawab. iHal iini ibisa iterjadi ikarena ipengguna isudah iterlibat iatau 

iberperan isejak imenentukan ispesifikasi ibahan ibangunan, ikualitas ibangunan imaupun 

icara imengerjakan idan imenggunakan ibangunannya. iSedangkan ipenyedia ijelas 

imerupakan isubjek iyang imelakukan iseluruh iproses ipekerjaan iyang idiminta ioleh 

ipengguna isehingga idimungkinkan ihasil ipekerjaannya isetelah idiserahterimakan ike 

ipengguna ijasa imengalami ikegagalan ibangunan. 

Namun isudah ibarang itentu idengan iterjadinya ikegagalan ikonstruksi iini iakan 

imenimbulkan ikerugian idari ipihak-pihak iyang iberkenaan idengannya. iMaka itentu 

idalam ihukum iada isuatu ikonsep iperlindungan ihukum ipara ipihak idalam iperjanjian 

ijasa ikontruksi iini, iGuna imelindungi ipihak iyang iterlibat idalam iproses ipekerjaan 

ikonstruksi, iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i2017 itentang iJasa iKonstruksi 

imenganut iasas ikesetaraan iyang idijadikan ilandasan iuntuk imemungkinkan ipihak 

iyang ibertanggung ijawab iadalah isalah isatu iatau ikedua-duanya. iOleh isebab iitu, 

itentu ipenting idan imenarik iuntuk idilakukan ipenelitian iterkait idengan “Tanggung 

Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kegagalan 

Bangunan” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak 

mengambangnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka 

penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan sebagai berikut. 

                                                             
11Yustinus iEka iWiyana, iAnalisis iKegagalan iKonstruksi idan iBangunan idari iPerspektif 

iFaktor iTeknis, iJurnal iWahana iTehnik iSipil, iVol.17 iNo.2 iDesember i2012, ihlm. i77. 
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1. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak pelaksanaan 

konstruksi terhadap kegagalan bangunan? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hal 

terjadinya kegagalan bangunan? 

C. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi 

Terhadap Kegagalan Bangunan 

Keberhasilan suatu proyek konstruksi tergantung dari kerjasama antara 

pihakpihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pengguna jasa (pemilik), penyedia jasa 

(kontraktor pelaksana), dan konsultan. Pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan 

tujuan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik pada saat perencanaan dan 

pelaksanaan proyek. Salah isatu ipersoalan iyang imuncul iadalah iterjadinya ikegagalan 

ikonstruksi idimana idi idalam ipenelitian iini idigunakan iistilah ikegagalan ibangunan. 

Kegagalan ipekerjaan ikonstruksi iadalah ikeadaan ihasil ipekerjaan ikonstruksi 

iyang itidak isesuai idengan ispesifikasi ipekerjaan isebagaimana idisepakati idalam 

ikontrak ikerja ikonstruksi ibaik isebagian imaupun ikeseluruhan isebagai iakibat 

ikesalahan ipengguna ijasa iatau ipenyedia ijasa.12 iSemua ipekerjaan ikonstruksi 

idilakukan isesuai idengan itahapan i(siklus) iyang ikegiatannya imelibatkan irangkaian 

iproses ipekerjaan ikonstruksi imeliputi, iperencanaan ikonstruksi, ipelaksanaan ifisik 

ibeserta ipengawasan ikonstruksi, ipengoperasian iserta ipemeliharaan 

ibangunan/infrastruktur, ihingga iproses ipembongkaran/demolisi isesuai ikebutuhan.13 

iDalam isetiap ipenyelenggaraan iJasa iKonstruksi, ipengguna ijasa idan ipenyedia ijasa 

iwajib imemenuhi istandar ikeamanan, ikeselamatan, ikesehatan, idan ikeberlanjutan 

(Penjelasan iUmum iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i2017 itentang iJasa iKonstruksi). 

iFaktor ipenyebab ikegagalan ikonstruksi isangat idimungkinkan iterjadi ikarena isifat 

iindustri ikonstruksi isangat ikompleks, ibanyak ipihak iyang iterlibat, idan iproses 

ipengerjaannya idi ialam iterbuka. iKegagalan ikonstruksi ibisa iterjadi ikarena ifaktor 

iteknis imaupun ifaktor inon iteknis. iFaktor iteknis iterjadi ikarena iadanya 

ipenyimpangan iproses ipelaksanaan iyang itidak imemenuhi ispesifikasi iteknis iyang 

idisepakati idalam ikontrak. iSedangkan ifaktor inon iteknis ilebih idisebabkan ikarena 

iproses ipra ikontrak i(Bidding) imaupun itidak ikompetennya iBadan iUsaha, itenaga 

                                                             
12Pasal i31 iPeraturan iPemerintah iNomor i29 iTahun i2000 itentang iPenyelenggaraan iJasa 

iKontruksi 
13Wibisono iSetiowibowo, Igood Icorporate Igovernance: Imendorong Iimplementasinya Idalam 

Ibadan Iusaha Ijasa Ikonstruksi, i(Jakarta: iPerkindo iPress, i2011), ihlm. i1-2. 
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ikerja, itidak iprofesionalnya itata ikelola imanajerial iantara ipihak-pihak iyang iterlibat 

idalam iproyek ikonstruksi iserta ilemahnya ipengawasan/supervisi. 

Peristiwa ihukum iberupa ikegagalan ikonstruksi ibisa imelibatkan ikedua isubjek 

idan imenjadi ipihak iyang ibertanggungjawab, ikarena isecara ifilosofis ipada iproses 

ipenyelenggaraan idan ikenyataannya, ikegagalan ikonstruksi itidak ihanya idisebabkan 

ioleh ipenyedia ijasa, ipengguna ibisa ijuga imenjadi ipenyebab iatau ipihak iyang 

ibertanggung ijawab. iHal iini ibisa iterjadi ikarena ipengguna isudah iterlibat iatau 

iberperan isejak imenentukan ispesifikasi ibahan ibangunan, ikualitas ibangunan imaupun 

icara imengerjakan idan imenggunakan ibangunannya. iSedangkan ipenyedia ijelas 

imerupakan isubjek iyang imelakukan iseluruh iproses ipekerjaan iyang idiminta ioleh 

ipengguna isehingga idimungkinkan ihasil ipekerjaannya isetelah idiserahterimakan ike 

ipengguna ijasa imengalami ikegagalan ibangunan.14 

    Kegagalan ipekerjaan ikonstruksi iadalah ikeadaan ihasil ipekerjaan ikonstruksi 

iyang itidak isesuai idengan ispesifikasi ipekerjaan isebagaimana idisepakati idalam 

ikontrak ikerja ikonstruksi ibaik isebagian imaupun ikeseluruhan isebagai iakibat 

ikesalahan ipengguna ijasa iatau ipenyedia ijasa Pasal i31 iPeraturan iPemerintah iNo. i29 

iTahun i2000 itentang iPelaksanaan iJasa iKonstruksi).iKegagalan ikonstruksi imerupakan 

ikegagalan iyang ibersifat iteknis idan inon iteknis. iKegagalan iini idapat idisebabkan 

ikarena ikegagalan ipada iproses ipengadaan ibarang/jasa, iatau ikegagalan isaat iproses 

ipelaksanaan ikonstruksi. iMengacu ipada iketentuan idalam iPeraturan iPemerintah 

iNomor i29 itahun i2000 itentang iPenyelenggaraan iJasa iKonstruksi idimana ipihak 

iyang ibertanggung ijawab iatas ikegagalan ikonstruksi iialah iperencana ikonstruksi, 

ipelaksana ikonstruksi, ipengawas ikonstruksi idan ipenyedia ijasa. iPerencana 

ikonstruksi ibebas idari ikewajiban iuntuk imengganti iatau imemperbaiki ikegagalan 

ipekerjaan ikonstruksi iyang idisebabkan ikesalahan ipengguna ijasa, ipelaksana 

ikonstruksi, idan ipengawas ikonstruksi. iPelaksana ikonstruksi ibebas idari ikewajiban 

iuntuk imengganti iatau imemperbaiki ikegagalan ipekerjaan ikonstruksi iyang 

idisebabkan ikesalahan ipengguna ijasa iperencana ikonstruksi, idan ipengawas 

ikonstruksi, ikemudian ipengawas ikonstruksi ibebas idari ikewajiban iuntuk imengganti 

iatau imemperbaiki ikegagalan ipekerjaan ikonstruksi iyang idisebabkan ikesalahan 

ipengguna ijasa iperencana ikonstruksi, idan ipelaksana ikonstruksi idan ipenyedia ijasa 

                                                             
14Yustinus iEka iWiyana, i“Analisis iKegagalan iKonstruksi idan iBangunan idari iPerspektif 

iFaktor iTeknis” iJurnal iWahana iTehnik iSipil, iVol.17 iNo.2 iDesember i2012, ihlm. i77. 
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iwajib imengganti iatau imemperbaiki ikegagalan ipekerjaan ikonstruksi iyang 

idisebabkan ikesalahan ipenyedia ijasa iatas ibiaya isendiri (Pasal i32 iPeraturan 

iPemerintah iNo. i29 iTahun i2000 itentang iPelaksanaan iJasa iKonstruksi). 

Kegagalan ikonstruksi imenimbulkan iakibat ihukum iseperti iterjadinya 

ipermasalahan iwanprestasi idan iperbuatan imelawan ihukum. iWanprestasi iartinya 

itidak imemenuhi ikewajiban iyang itelah iditetapkan idalam iperikatan i(kontrak), ibaik 

iperikatan iyang itimbul ikarena iperjanjian imaupun iperikatan iyang itimbul ikarena 

iundang-undang. iTidak idipenuhinya ikewajiban itersebut ikarena i2 i(dua) 

ikemungkinan, iyaitu ikarena ikesalahan isalah isatu ipihak ibaik ikarena ikesengajaan 

imaupun ikarena ikelalain idan ikarena ikeadaan imemaksa i(force imajeur), ijadi idiluar 

ikemampuan ipara ipihak, ijadi itidak ibersalah. 

Suatu ipekerjaan ikonstruksi iharuslah idilaksanakan iberdasarkan isebuah 

iperjanjian iyang idisebut ikontrak. iSebagaimana idiatur idalam iKUHPerdata ipada iBuku 

iIII iyang imengatur itentang iperjanjian iyang ibilamana isalah isatu ipihak itidak idapat 

imelaksanakan ikewajibannya iseperti iyang itelah idisepakati idalam iperjanjian iyang 

itelah idibuat iatau isalah isatu ipihak imelakukan iwanprestasi iatau icidera ijanji imaka 

ipihak itersebut iwajib imengganti ibiaya, irugi idan ibunga.165 iMenurut iKUHPerdata 

ikerugian iterdiri idari iunsur-unsur ibiaya, irugi idan ibunga iakibat isuatu iwanprestasi 

iatau icidera ijanji isalah isatu ipihak. iWanprestasi iatau icidera ijanji idi idalam isuatu 

ikontrak ikerja ikonstruksi idapat iberupa iperbuatan iyang idilakukan ioleh iPenyedia 

iJasa imeliputi: itidak imenyelesaikan ipekerjaan; itidak imemenuhi imutu; itidak 

imemenuhi ikuantitas idan itidak imenyerahkan ihasil ipekerjaan itepat iwaktu. i 

Sementara iuntuk iPemilik iPekerjaan/Pengguna iJasa iwanprestasi iatau icidera 

ijanji idi idalam isuatu ikontrak ikerja ikonstruksi idapat imeliputi: iketerlambatan 

ipembayaran; itidak imembayar; idan iterlambat imenyerahkan isarana idan iprasarana 

ipelaksanaan ipekerjaan. iTerkait idengan ipengertian iperbuatan imelawan ihukum 

isebagaimana idiatur ipada iPasal i1365 iKUHPerdata ihanya iditafsirkan isecara isempit 

iialah iperbuatan iyang isifatnya ilangsung imelawan ihukum, iserta iperbuatan iyang ijuga 

isecara ilangsung imelanggar iaturan ihukum. iAdapun iyang idikatakan iperbuatan 

imelawan ihukum iadalah itiap iperbuatan iyang ibertentangan idengan ihak iorang ilain 

iyang itimbul ikarena iUndang-Undang i(onwetmatig). iPasal i1365 iKUHPerdata ihanya 

imengatur ibarang isiapa imelakukan iperbuatan imelawan ihukum iharus imengganti 

ikerugian iyang iditimbulkannya. i 
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Untuk imenjawab ipermasalahan itersebut idapat idigunakan ilima ipendekatan 

iprinsip.15 iYang ipertama iadalah iPrinsip iberdasarkan iunsur ikesalahan iyakni iprinsip 

iyang icukup iumum iberlaku idalam ihukum ipidana idan iperdata. iDalam iKUHPerdata, 

ikhususnya iPasal i1365, i1366, idan i1367, iprinsip iini idipegang isecara iteguh. iPrinsip 

iini imenyatakan, iseseorang ibaru idapat idimintakan ipertanggung ijawaban isecara 

ihukum ijika iada iunsur ikesalahan iyang idilakukannya. iMenurut iPasal i1365 

iKUHPerdata, iyang idimaksud idengan iperbuatan imelanggar ihukum, imengharuskan 

iterpenuhinya iempat iunsur ipokok iagar iorang idapat idimintai ipertanggungjawaban, 

iyaitu: iadanya iperbuatan imelawan ihukum, iadanya iunsur ikesalahan, iadanya 

ikerugian iyang ididerita, iadanya ihubungan ikualitas iantara ikesalahan idan ikerugian. 

Yang ikedua iadalah iPrinsip itanggung ijawab iberdasarkan ipraduga iselalu 

ibertanggung ijawab iyakni iPrinsip iini imenyatakan, itergugat iselalu idianggap 

ibertanggung ijawab, isampai iia idapat imembuktikan, iia itidak ibersalah. iJadi ibeban 

ipembuktian iada ipada isi itergugat. iDalam iprinsip iini itampak ibeban ipembuktian 

iterbalik, idimana idasar ipemikiran idari iteori ipembalikan ibeban ipembuktian iadalah 

iseseorang idianggap ibersalah, isampai iyang ibersangkutan idapat imembuktikan 

isebaliknya. iTergugat idianggap ibertanggung ijawab isampai iia imembuktikan ibahwa 

iia itidak ibersalah. iBersadarkan iasas iini, ibeban ipembuktian iada ipada itergugat. 

iBerkaitan idengan iprinsip iini ipelaku iusaha idapat imembebaskan idiri idari itanggung 

ijawab, ikalau iia idapat imembuktikan idiri ibahwa: ikerugian iditimbulkan ioleh ihal-hal 

idiluar ikekuasaannya, ipelaku iusaha isudah imengambil itindakan iyang idiperlukan 

iuntuk imenghindari itimbulnya ikerugian, ikerugian iyang itimbul ibukan ikarena 

ikesalahannya iserta ikesalahannya iatau ikelalaian iyang idilakukan ioleh ipelaku iusaha. 

Selanjutnya iadalah iprinsip itanggung ijawab iberdasarkan ipraduga iselalu itidak 

ibertanggung ijawab i(presumption iof inonliability). iPrinsip iini ikebalikan idari iprinsip 

ikedua. iPrinsip ipraduka iuntuk itidak iselalu ibertanggungjawab ihanya idikenal idalam 

ilingkup itransaksi ikonsumen iyang isangat iterbatas, idalam ipembatasan idemikian 

ibiasanya isecara icommon isense idapat idibenarkan. iMisalnya idalam ihukum 

ipengangkutan. iApabila ikehilangan iatau ikerusakan ikabin/bagasi itangan, iyang ibiasa 

idibawa idan idiawasi ipenumpang iyang ibertanggung ijawab iadalah ipenumpang. i 

                                                             
15Kelik iWardiono, iHukum iPerlindungan iKonsumen, iPenerbit iOmbak, iYogyakarta, i2014, 

ihlm.77-83. 
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Prinsip ilainnya iyakni iPrinsip itanggung ijawab imutlak isering idiidentikan 

idengan iprinsip itanggung ijawab iabsolut. iKendati idemikan iada ipula ipara iahli iyang 

imembedakannya. iAda ipendapat iyang imengatakan, istrict iliability iadalah iprinsip 

itanggung ijawab iyang imenetapkan ikesalahan itidak isebagai ifaktor iyang imenentukan. 

iNamun, iada ipengecualian iyang imemungkinkan iuntuk idibebaskan idari itanggung 

ijawab, imisalnya iforce imajure. iSabaliknya, iabsolute iliability iadalah iprinsip itanggung 

ijawab itanpa ikesalahan idan itidak iada ipengecualinya. iSelain iitu, iada ipandangan 

iyang iagak imirip, iyang imengaitkan iperbedaan ikeduanya ipada iada iatau itidak 

iadanya ihubungan ikausalitas iantar isubyek iyang ibertanggung ijawab idan 

ikesalahannya. iPada istrict iliability ihubungan iitu iharus iada, isementara ipada iabsolute 

iliability, ihubungan iitu itidak iselalu iada. iMaksudnya, ipada ipertanggungjawaban iitu 

ibukan ipelaku ilangsung ikesalahan itersebut. 

Dan iyang iterakhir iadalah iPrinsip itanggung ijawab iberdasarkan ipembatasan 

itanggung ijawab i(limitation iliability), iPrinsip iini isangat idisukai ioleh ipelaku iusaha 

iuntuk idicantumkan isebagai iklausula ieksonerasi idalam iperjanjian istandart iyang 

idibuatnya. iDalam iprinsip iini idianut isystem ipembuktian iterbalik, imaka isetiap 

iterjadi isengketa iperdata iantara ikonsumen idengan ipelaku iusaha, iatau iapabila 

iterjadi ipelanggaran iatau ikejahatan iyang idilakukan ipelaku iusaha, imaka ipelaku 

iusaha idianggap ibertanggung ijawab isampai iia idapat imembuktikan ibahwa iia itidak 

ibersalah. iPada idasarnya idalam i ihukum iperdata ibentuk isanksi ihukumnya idapat 

iberupa ikewajiban iuntuk imemenuhi iprestasi i(kewajiban) iserta ihilangnya isuatu 

ikeadaan ihukum, iyang idiikuti idengan iterciptanya isuatu ikeadaan ihukum ibaru. 

iPertanggungjawaban ihukum idibidang iperdata imerupakan ipertanggungjawaban 

ihukum iyang ididasari ioleh iadanya ihubungan ikeperdataan iantar isubyek ihukum. 

Maka dalam hal ini Pasal 60 Ayat (1) UU Jasa Konstruksi telah mengatur bahwa 

dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, 

keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat 

menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Kegagalan 

ibangunan iadalah isuatu ikeadaan ikeruntuhan ibangunan idan/atau itidak iberfungsinya 

ibangunan isetelah ipenyerahan iakhir ihasil ijasa ikonstruksi, iyang imana ipenetapannya 

idilakukan ioleh ipenilai iahli isesuai idalam iPasal i60 iAyat i(2) iUU iJasa iKonstruksi. 

Berdasarkan iPasal i63 iUU iJasa iKonstruksi, ipenyedia ijasa iwajib imengganti 

iatau imemperbaiki ikegagalan ibangunan iyang idisebabkan ikesalahan ipenyedia ijasa. 
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iJangka iwaktu ipertanggungjawaban ipenyedia ijasa iatas ikegagalan ibangunan 

iditentukan isesuai idengan irencana iumur ikonstruksi.Apabila irencana iumur 

ikonstruksi isebagaimana ilebih idari i10 itahun, ipenyedia ijasa iwajib ibertanggung 

ijawab iatas ikegagalan ibangunan idalam ijangka iwaktu ipaling ilama i10 itahun 

iterhitung isejak itanggal ipenyerahan iakhir, iadapun iuntuk ikegagalan ibangunan iyang 

iterjadi isetelah ijangka iwaktu itersebut, iyang ibertanggung ijawab iadalah ipengguna 

ijasa. 

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Hal Terjadinya 

Kegagalan Bangunan 

Pengertian dari perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo ialah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk  memberikan rasa aman, baik secara pikiran 

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.16 

Perlindungan ihukum imerupakan isuatu iperlindungan iyang idibrikan ikepada 

isubyek ihukum iyang ibersifat ipreventif imaupun iyang ibersifat irepresif, ibaik iyang 

ilisan imaupun iyang itertulis. iDengan ikata ilain idapat idikatakan ibahwa iperlindungan 

ihukum isebagai isuatu igambaran itersendiri idari ifungsi ihukum iitu isendiri, iyang 

imemiliki ikonsep ibahwa ihukum imemberikan isuatu ikeadilan, iketertiban, ikepastian, 

ikemanfaatan idan ikedamaian. iPerlindungan ihukum idisini idimaksudkan idengan 

iperlindungan iterhadap ipelaksana ijasa ikonstruksi iyang imengerjakan iproyek 

itertentu, iagar itidak iada ipara ipihak iyang imerasa idirugikan ididalam iperjanjian ijasa 

ipelaksana ikonstruksi. iPerlindungan ihukum imerupakan isuatu ihal iyang imelindungi 

isubyek-subyek ihukum imelalui iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku idan 

idipaksakan ipelaksanaannya idengan isuatu isanksi. iPerlindungan ihukum idapat 

idibedakan imenjadi idua iyaitu iperlindungan ihukum isecara ipreventif idan 

iperlindungan ihukum isecara irefresif. 

                                                             
16Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, 1988, 

Jakarta,  hlm.98. 
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Perlindungan iyang idiberikan iterhadap ipihak iyang idirugikan idalam ihal 

iterjadinya ikegagalan ikonstruksi iialah iterkait ijenis ipertanggungan iyang idapat 

idiperjanjikan idalam ikontrak ikerja ikonstruksi iyang imencakup ijaminan iuang imuka, 

ijaminan ipelaksanaan, ijaminan iatas imutu ihasil ipekerjaan, ijaminan ipertanggungan 

iterhadap ikegagalan ibangunan, idan ijaminan iterhadap ikegagalan ipekerjaan 

ikonstruksi, iantara ilain iasuransi ipekerjaan, ibahan idan iperalatan, iasuransi itenaga 

ikerja, idan iasuransi ituntutan ipihak iketiga. 

Pasal 85 ayat (1) huruf b UU Jasa Konstruksi dengan tegas memberikan 

perlindungan hak kepada masyarakat untuk melakukan gugatan dan upaya mendapatkan 

ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa 

konstruksi. Akan tetapi, sebelum mengajukan gugatan, perlu melakukan upaya 

musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kemufakatan dalam menyelesaikan 

permasalahan. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 144 ayat (1) PP 22/2020. 

Dalam ihal ipara ipihak iyang ibersengketa itidak imenemukan ikesepakatan, 

imaka ipenyelesaian isengketa iditempuh imelalui itahapan iupaya ipenyelesaian 

isengketa iyang itercantum idalam iKontrak iKerja iKonstruksi iatau idalam ihal itidak 

itercantum idalam iKontrak iKerja iKonstruksi, ipara ipihak ibersengketa imembuat isuatu 

ipersetujuan itertulis imengenai itata iacara ipenyelesaian isengketa iyang iakan idipilih. 

iAdapun itahapan ipenyelesaian isengketa iyang idiatur idalam iUU iJasa iKonstruksi 

i2017 iadalah isebagai iberikut: iyakni imediasi, ikonsiliasi; idan iarbitrase. 

Serta iadanya ide wansengketa iyang idalam ibagian iPenjelasan iUU iJasa 

iKonstruksi i2017 idiberikan ipengertian isebagai itim iyang idibentuk iberdasarkan 

ikesepakatan ipara ipihak isejak ipengikatan iJasa iKonstruksi iuntuk imencegah idan 

imenengahi isengketa iyang iterjadi idi idalam ipelaksanaan iKontrak iKerja iKonstruksi. 

iDengan idemikian, isemangat iyang idiusung idalam iUU iJasa iKonstruksi i2017 iadalah 

ipenyelesaian isecara imusyawarah idan imufakat idengan imengutamakan ipenyelesaian 

isengketa idi iluar ijalur ipengadilan. iNamun idemikian, ikiranya iperlu idiperhatikan 

iketentuan idalam iPasal i47 iayat i(1) iUU iJasa iKonstruksi i2017. iDalam iPasal i47 iayat 

i(1) iUU iJasa iKonstruksi i2017, isalah isatu iklausula iyang idipersyaratkan itercantum 

idalam iKontrak iKerja iKonstruksi iadalah iketentuan imengenai: i(a) ipenyelesaian 

iperselisihan, imemuat iketentuan itentang itata icara ipenyelesaian iperselisihan iakibat 

iketidaksepakatan; idan i(b) ipilihan ipenyelesaian isengketa ikonstruksi. iDalam ibagian 

ipenjelasan iPasal i47 iayat i(1) imengenai ipenyelesaian iperselisihan idisebutkan: 
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Penyelesaian iperselisihan imemuat iketentuan itentang itatacara ipenyelesaian 

iperselisihan iyang idiakibatkan iantara ilain ioleh iketidaksepakatan idalam ihal 

ipengertian, ipenafsiran, iatau ipelaksanaan iberbagai iketentuan idalam iKontrak iKerja 

iKonstruksi iserta iketentuan itentang itempat idan icara ipenyelesaian. 

Penyelesaian iperselisihan iditempuh imelalui iantara ilain imusyawarah, 

imediasi, iarbitrase, iataupun ipengadilan. iTidak iada ipenjelasan ilebih ilanjut imengenai 

iperbedaan i“penyelesaian iperselisihan” idan i“penyelesaian isengketa”. iApabila 

imengacu ipada ipengertian i“sengketa” idalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia, 

i“sengketa” iberarti ipula i“perselisihan”. iDengan idemikian, idalam iUU iJasa iKonstruksi 

i2017 imasih itercantum iupaya ihukum ipenyelesaian iperselisihan imelalui ipengadilan, 

iwalaupun idalam ibatang itubuh iUU iJasa iKonstruksi i2017 itidak imencantumkan ihal 

itersebut. 

Apabila imusyawarah itidak imembuahkan ihasil idan iberlanjut ike igugatan, 

imaka igugatan iyang idibuat imerupakan ituntutan iuntuk imelakukan itindakan itertentu 

idan/atau ituntutan iberupa ibiaya iatau ipengeluaran inyata, idengan itidak imenutup 

ikemungkinan ituntutan ilain isesuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-undangan 

Jaminan iuang imuka iadalah ijaminan iyang idiberikan ipenyedia ijasa ikepada 

ipengguna ijasa isebelum ipenyedia ijasa imenerima iuang imuka iuntuk imemulai 

ipekerjaan ikonstruksi. iPengguna ijasa iberhak imencairkan idan iselanjutnya 

imempergunakan ijaminan iuang imuka iapabila ipenyedia ijasa itidak imelunasi 

ipengembalian iuang imuka idan idalam ihal iterjadi ipemutusan ikontrak ikerja 

ikonstruksi isepihak, ikarena ikesalahan ipengguna ijasa, imaka isisa iuang imuka iyang 

ibelum idilunasi idapat idiperhitungkan isebagai ibagian idari iganti irugi iyang iharus 

idibayar ioleh ipengguna ijasa ikepada ipenyedia ijasa. 

Jaminan ipelaksanaan iadalah ijaminan ibahwa ipenyedia ijasa iakan 

imeyelesaikan ipekerjaannya isesuai iketentuan ikontrak ikerja ikontruksi. iJaminan 

ipelaksanaan idapat idiuangkan ioleh ipengguna ijasa idan iuangnya imenjadi imilik 

ipengguna ijasa, iapabila ipenyedia ijasa itidak imampu imenyelesaikan 

ipekerjaannya/kewajibannya iatau ikontrak ikerja ikontruksi idiputus iakibat ikesalahan 

ipenyedia ijasa. iJaminan iatas imutu ihasil ipekerjaan iadalah ijaminan iyang idiberikan 

ipenyedia ijasa ikepada ipengguna ijasa iselama imasa itanggungan iyaitu iwaktu iantara 

ipenyerahan ipertama ikalinya ihasil iakhir ipekerjaan idan ipenyerahan ikedua ikalinya 

ihasil iakhir ipekerjaan. iJaminan iatas imutu ihasil iakhir ipekerjaan iantara ilain idapat 
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iberupa ijaminan ipemeliharaan. iPengguna ijasa iberhak imencairkan ijaminan idan 

iselanjutnya imempergunakan iuangnya iuntuk imembiayai ipemeliharaan/ iperbaikan 

ihasil iakhir ipekerjaan iapabila ipelaksana ikonstruksi itidak imelaksanakan 

ikewajibannya isesuai iketentuan ikontrak ikerja ikonstruksi iselama imasa ijaminan iatas 

imutu ihasil ipekerjaan. 

Jaminan ipertanggungan iterhadap ikegagalan ikonstruksi iialah ipemberian iganti 

irugi iatau iperbaikan isesuai idengan iketentuan iyang idiatur idi idalam ikontrak iatau 

iberdasarkan ihasil inegosiasi iyang idilakukan ioleh ipara ipihak. iBaik ipenyedia idan 

ipengguna ijasa iharus isama isama imengetahui idan imemahami ikondisi idari ipekerjaan 

iyang idilaksanakan. iHal iini idimaksudkan iagar iapabila iterjadi iperistiwa ikegagalan 

ikonstruksi itidak isampai imenjadi ipersoalan iyang iserius isehingga imenimbulkan 

isengketa iantar ipara ipihak. 

Perlindungan ihukum irepresif imerupakan iperlindungan iakhir iberupa isanksi 

iseperti idenda, ipenjara, idan ihukuman itambahan iyang idiberikan iapabila isudah 

iterjadi isengketa iatau itelah idilakukan isuatu ipelanggaran. iDalam imenjalankan idan 

imemberikan iperlindungan ihukum idibutuhkannya isuatu itempat iatau iwadah idalam 

ipelaksanaannya iyang isering idi isebut idengan isarana iperlindungan ihukum, isarana 

iperlindungan ihukum iyang irepresif ibertujuan iuntuk imenyelesaikan isengketa. 

Penanganan iperlindungan ihukum ioleh iPengadilan iUmum idan iPeradilan 

iAdministrasi idi iIndonesia itermasuk ikategori iperlindungan ihukum iini. iPrinsip 

iperlindungan ihukum iterhadap itindakan ipemerintah ibertumpu idan ibersumber idari 

ikonsep itentang ipengakuan idan iperlindungan iterhadap ihak-hak iasasi imanusia. 

iPerlindungan iyang idiberikan ikepada ipara ipihak iyang iterlibat idalam ikegagalan 

ikonstruksi isecara irefresif iyakni iapabila isalah isatu ipihak imelakukan ikelalaian iyang 

isecara isengaja idapat imenimbulkan ijatuhnya ikorban ijiwa iatau ikerugian iterkhusus 

ipada ikeuangan inegara, imaka ipihak itersebut idapat idituntut isesuai idengan 

iperbuatan iyang idilakukannya iserta idapat idijatuhi isanksi isesuai idengan iketentuan 

iyang itercantum idalam iperaturan iperundang-undangan. iUUJK ihanya imengatur 

isanksi inon ipidana inamun, ipenentuan isiapa iyang ibertanggung ijawab ibisa iberlanjut 

ipada ipengenaan ipasal ipidana iketika imenyebabkan ikorban ijiwa iatau iperdata iketiga 

imenimbulkan ikerugian imaterial. iPenegakan ihukum ipidana idan iperdata imelibatkan 

iunsur ikepolisian idan ikejaksaan. i 
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Namun, imenurut iPasal i60 iUUJK isecara ibersamaan iatau isebelum iunsur 

ikepolisian imasuk imengusut iperistiwa iini, ipenting idan iperlu idilakukan iterlebih 

idahulu ipenetapan ipenilai iahli ioleh iMenteri. iPenilai iahli ibertugas imengusut 

iperistiwa iyang iterjadi, iuntuk imenetapkan iapakah imasuk ikategori ikegagalan 

ibangunan iatau itidak, idan imenetapkan isiapa iyang ibertanggung ijawab. iPenilai iahli 

iyang iterlibat iharus imemiliki isertifikat ikompetensi idan ikeahlian, iberpengalaman, 

iserta iterdaftar isebagai ipenilai iahli idi ipemerintah. iPaling ilama idalam i30 ihari, 

iMenteri isudah imenetapkan ipenilai iahli isejak imenerima ilaporan iperistiwa 

ikegagalan ibangunan. iPenilai iahli ipaling ilama idalam i90 ihari isudah iharus 

imelakukan idan imelaporkan ipekerjaannya. iDalam iproses ipenilaian, ipenilai iahli 

iharus ibersikap iindependen idan iobjektif idalam imenetapkan ipihak iyang 

ibertanggung ijawab. iHasil ipenetapan ioleh ipenilai iahli iakan imenjadi isalah isatu 

ipetunjuk iatau ibarang ibukti iketika iperistiwa itersebut imasuk ike iranah ipidana iatau 

iperdata. 

Namun secara khusus perlindungan hukum tersebut dapat dirujuk kepada 

ketentuan Pasal 86 UUJK yang dalam hal ini mengatur bahwa  

1. Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam 

jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.  

2. Dalam hal rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas 

Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun 

terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layana-n Jasa Konstruksi.  

3. Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (21 

bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka 

waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Lebih lanjut Pasal 90 mengatur kewajiban ganti rugi paling lambat 30 hari 

kalender yang dalam hal ini ganti rugi dimaksud merujuk kepada ketentuan Pasal 90 Ayat 

(3) mengatur: 

a. santunan bagi pihak yang dirugikan yang meninggal dunia;  

b. santunan bagi pihak yang dirugikan yang menderita luka yang 

mengakibatkan cacat tetap;  

c. ganti kerugian atas biaya pengobatan yang nyatanyata dikeluarkan oleh 

pihak yang dirugikan atau bagian biaya pelayanan lainnya; dan  
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d. ganti kerugian atas musnah, rusak, atau hilangnya akibat Kegagalan 

Bangunan. 

E. Kesimpulan 

1. Kegagalan ibangunan imerupakan isuatu ikeadaan ikeruntuhan ibangunan 

idan/atau itidak iberfungsinya ibangunan isetelah ipenyerahan iakhir ihasil ijasa 

ikonstruksi, idimana idalam ihal iini imerujuk ikepada iPasal i63 iUU iJasa 

iKonstruksi, ipenyedia ijasa iwajib imengganti iatau imemperbaiki ikegagalan 

ibangunan iyang idisebabkan ikesalahan ipenyedia ijasa isesuai idengan ijangka 

iwaktu ipertanggungjawaban ipenyedia ijasa iatas ikegagalan ibangunan 

iditentukan isesuai idengan irencana iumur ikonstruksi idimana ipenetapannya 

idilakukan ioleh ipenilai iahli isesuai idalam iPasal i60 iAyat i(2) iUU iJasa 

iKonstruksi, idi isisi ilain ikegagalan ibangunan iyang iterjadi isetelah ijangka 

iwaktu itersebut, iyang ibertanggung ijawab iadalah ipengguna ijasa. 

2. Perlindungan iyang idiberikan iterhadap ipihak iyang idirugikan idalam ihal 

iterjadinya ikegagalan ikonstruksi iialah iterkait ijenis ipertanggungan iyang 

idapat idiperjanjikan idalam ikontrak ikerja ikonstruksi iyang imencakup ijaminan 

iuang imuka, ijaminan ipelaksanaan, ijaminan iatas imutu ihasil ipekerjaan, 

ijaminan ipertanggungan iterhadap ikegagalan ibangunan, idan ijaminan iterhadap 

ikegagalan ipekerjaan ikonstruksi, iantara ilain iasuransi ipekerjaan, ibahan idan 

iperalatan, iasuransi itenaga ikerja, idan iasuransi ituntutan ipihak iketiga. 

F. Saran 

1. Untuk meminimalisir timbulnya perselisihan dalam kegagalan bangunan maka 

perlu dibentuk suatu ketentuan mengenai mekanisme control pengawasan 

pekerjaan konstruksi terutama mengenai mutu pengerjaan, dalam artian tidak 

hanya pada saat selesai pengerjaan saja, tetapi juga pada saat pengerjaan pada 

tahapan dan fase pembangunan tertentu. 

2. Para pihak yang mengalami kegagalan bangunan diharapkan dapat menyelesaikan 

persoalan ini secara damai dan kalaupun timbul sengketa di sana diharapkan 

dapat diselesaikan melalui jalur di luar persidangan untuk meminimalisir 

penumpukan perkara dan lamanya proses peradilan.  
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